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ABSTRACT. This research aims to examine whether people in Indonesia have implemented the values of 

Pancasila in realizing tolerance for people with disabilities. In reality, as we know, there are still many 

cases of discrimination against people with disabilities, there is still a lack of availability of special 

facilities for people with disabilities, and weak law enforcement. The research method used is a 

qualitative method. By using literature review data collection techniques by reviewing various literature 

such as articles and journals that are relevant to the topic of discussion, as well as using interview 

techniques. It is hoped that the results of this research can increase insight and understanding of the 

implementation of Pancasila values in realizing tolerance for people with disabilities so that we are able 

to become a society that is tolerant towards people with disabilities and can provide support in the form 

of participation, as well as disseminating information through social media in realizing the importance of 

tolerance towards people with disabilities. 
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ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah masyarakat di Indonesia sudah 

mengimplementasikan nilai Pancasila dalam mewujudkan toleransi kepada difabel. Kenyataannya seperti 

yang kita ketahui masih banyak kasus diskriminasi kepada difabel, masih kurangnya ketersediaan fasilitas 

khusus untuk difabel, dan lemahnya penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data literature review dengan mengkaji berbagai 

literatur seperti artikel dan jurnal yang relevan dengan topik pembahasan, serta menggunakan teknik 

wawancara. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman implementasi 

nilai Pancasila dalam mewujudkan toleransi kepada difabel agar kita mampu menjadi masyarakat yang 

toleransi terhadap difabel dan dapat memberikan dukungan berupa partisipasi, serta menyebarkan 

informasi informasi melalui media sosial dalam mewujudkan pentingnya toleransi terhadap difabel.  

Kata Kunci: Implementasi, Pancasila, Toleransi, Difabel 

 

LATAR BELAKANG 

Istilah "Difabel" akhir-akhir ini menjadi sangat populer dan digunakan untuk menyebut 

seseorang yang mengalami gangguan atau kekurangan dan ketidaksempurnaan fisik. Difabel 

atau disebut juga penyandang disabilitas diartikan sebagai orang yang mengalami kesulitan 

dalam lingkungan sosial yang menghambat mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan 

bermakna dalam kesetaraan, termasuk dalam hal keberagamaan. Dalam hal ini, seseorang yang 

mengalami disabilitas atau difabel sangat membutuhkan bantuan untuk melakukan semua hal 

yang mereka lakukan. 
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Penyandang disabilitas, pada dasarnya membutuhkan intervensi agar dapat 

menjalankan kehidupan yang layak dan normal seperti halnya anggota masyarakat lainnya. 

Dibandingkan dengan masyarakat non-difabel, penyandang disabilitas menghadapi kesulitan 

yang lebih besar. Ini karena mereka menghadapi hambatan dalam memperoleh pelayanan 

publik termasuk kesehatan dan pendidikan, serta pekerjaan, yang masih memerlukan banyak 

perhatian dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. Pemerintah juga telah mengupayakan 

berbagai kebijakan. UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (UUPD) yaitu 

kebijakan baru.  

 Pancasila sebagai pilar utama bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai pedoman 

untuk berperilaku sebagai warga negara Indonesia yang taat. Dengan mematuhi serta 

menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari, perdamaian dalam kehidupan bernegara dan 

berbangsa akan tercipta. Agar bisa menjadi warga negara Indonesia yang baik, seseorang harus 

mematuhi UUD 1945 dan Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila menjadi sumber dan pedoman 

yang berharga bagi perilaku kewarganegaraan yang baik. Pancasila harus dianut dalam 

kehidupan sehari-hari dan diterapkan secara mandiri dalam berbangsa dan bernegara. 

 Untuk meningkatkan toleransi terhadap penyandang disabilitas, penerapan nilai-nilai 

Pancasila memiliki banyak manfaat, termasuk menegakkan keadilan dalam penyelenggaraan 

berbangsa dan bernegara. Penerapan nilai Pancasila juga dapat memperjelas dasar hukum yang 

mengacu dalam kesetaraan dan keadilan dalam proses kehidupan. Salah satu tujuan penting 

dalam membangun masyarakat yang sejati dan berkeadilan adalah menerapkan nilai-nilai 

Pancasila untuk meningkatkan toleransi terhadap penyandang disabilitas.  

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. 

Menurut Sugiyiono penelitian kualitatif mendeskripsikan hasil pengamatan yang dirasakan 

oleh peneliti. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian menghasilkan data yang bersumber 

secara deskriptif. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan membahas mengenai 

implementasi nilai Pancasila dalam mewujudkan toleransi kepada penyandang disabilitas. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan teknik literatur review dan 

wawancara. Teknik pengumpulan data literatur review merupakan metode pengumpulan 

informasi penelitian dari berbagai sumber yang relevan dengan fokus pembahasan. Setelah 

mengumpulkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan wawancara, kemudian 

informasi yang didapatkan kita analisis dan simpulkan sehingga memperoleh suatu 

kesimpulan dari topik yang dibahas.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Beberapa narasumber diwawancarai untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat toleransi 

kepada penyandang disabilitas. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya 

implementasi nilai pacasila dalam toleransi kepada penyandang disabilitas.  

 

Definisi Disabilitas 

Penyandang disabilitas telah menjadi nama lain dari istilah Penyandang Disabilitas 

selama beberapa waktu. Meskipun demikian, Komnas HAM dan Kementerian Sosial telah 

menetapkan dalam beberapa tahun terakhir bahwa frasa tersebut memiliki konotasi negatif 

dalam konteks Indonesia dan bertolak belakang dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi 

manusia serta nilai-nilai yang dianut oleh negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

Jadi, istilah “Penyandang Cacat” disetujui untuk diganti dengan istilah “Penyandang 

Disabilitas” yang didukung juga dengan UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan setiap individu yang mempunyai 

keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang 

menyulitkan atau tidak memungkinkannya untuk terlibat secara penuh dan efektif dalam 

aktivitas bersama warga negara lain berdasarkan persamaan hak dan berinteraksi dengan 

lingkungan.  

 

Jenis-Jenis Disabilitas 

Menurut John C.Maxwell, disabilitas didefinisikan mengenai seorang yang  mempunyai 

kesulitan untuk melakukan sesuatu. Pasal 4 UU No 8 Tahun 2016 menetapkan difabel pada 

empat golongan. Pertama penyandang disabilitas fisik, yaitu keterbatasan gerak fisik, seperti 

amputasi, lumpuh otak karena stroke, dan kusta. Kedua penyandang disabilitas intelektual, 

ialah suatu gangguan fungsi pikiran karena tingkat pengetahuan atau kecerdasan di bawah 

rata-rata, termasuk down syndrome, gangguan grahita, dan lambat belajar. Ketiga jenis 

gangguan mental yang menyebabkan gangguan pada fungsi pikiran, emosi, dan perilaku 

termasuk gangguan psikologi sosial seperti kietos, sekizofrenia, bipolar, depresi, dan 

gangguan kepribadian. Ke empat, difabel sensorik, yang berarti bahwa salah satu fungsi 

panca indera terganggu  ini dapat termasuk gangguan netra, rungu, atau bicara. 
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Urgensi Toleransi Kepada Disabilitas 

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)  

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai 

makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai anugrah yang harus dihormati, dan 

dilindungi oleh Negara. Perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi penyandang 

disabilitas semakin penting di era modern, karena kesadaran tentang pentingnya 

kesetaraan dan inklusi meningkat. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian mahasiswa 

mengatakan bahwa toleransi kepada penyandang disabilitas berarti menghormati 

martabat dan hak asasi mereka tanpa diskriminasi, sesuai dengan nilai kemanusiaan. Ada 

beberapa alasan mengapa toleransi kepada penyandang disabilitas begitu penting dalam 

perlindungan Hak Asasi Manusia yaitu, dapat memastikan asksesibilitas kepada 

penyandang disabilitas karena mereka juga membutuhkan akses yang sama terhadap 

berbagai layanan serta fasilitas publik seperti, kesehatan, pendidikan, transportasi dan 

lain-lain. HAM dapat memerangi diskriminasi yang seringkali terjadi atau seringkali 

dialami oleh penyandang disabilitas, dapat dilakukan dengan cara saling toleransi 

terhadap perbedaan sehingga diskriminasi dapat diminimalisir. Toleransi dapat 

diterapkan dalam perlindungan HAM kepada penyandang disabilitas yaitu berupa, 

meningkatkan kesadaran tentang disabilitas, mendorong inklusi di tempat kerja, dan 

membangun infrastruktur yang ramah disabilitas.  

 

2. Peningkatan Kesadaran dan Lingkungan Ramah Disabilitas 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, mahasiswa berpendapat bahwa mereka 

mengatakan toleransi masyarakat Indonesia terhadap penyandang disabilitas masih perlu 

ditingkatkan, meskipun ada kemajuan, tetapi masih banyak kasus diskriminasi. Maka dari 

itu dibutuhkan ruang untuk perbaikan terutama dalam hal aksesibilitas. Dalam 

meningkatkan lingkungan ramah disabilitas membutuhkan kolaborasi antar beberapa 

pihak, seperti pemerintah, sektor komersial, dan kelompok nirlaba dan masyarakat luas. 

Untuk meningkatkan kesadaran dapat dilakukan dengan cara pendidikan dan kampanye, 

melakukan edukasi tentang disabilitas dapat meningkatkan pemahaman masyarakat 

tentang kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas. Meningkatkan kesadaran juga 

dapat melibatkan media dan budaya populer dalam menyebarkan pesan positif tentang 

disabilitas. Mendorong dialog dan interaksi antara penyandang disabilitas dengan 

masyarakat non-disabilitas juga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi 

kepada penyandang disabilitas.  
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Implementasi Nilai Pancasila dalam Mewujudkan Toleransi Kepada Penyandang 

Disabilitas 

Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila memainkan peran penting dalam membentuk 

karakter masyarakat dan nilai-nilai yang dianutnya. Toleransi, yang didefinisikan sebagai 

kemampuan untuk menerima dan menghormati perbedaan dan keunikan setiap orang, adalah 

salah satu nilai yang terkait dengan Pancasila. Toleransi sangat penting bagi masyarakat 

Indonesia untuk memberikan kesempatan dan keamanan bagi penyandang disabilitas. 

1. Pancasila dan Toleransi 

Pancasila, dasar negara Indonesia, berisi nilai-nilai tentang toleransi. Nilai-nilai ini 

termasuk kejujuran, keadilan, dan sila ke 4, yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab", 

yang menekankan pentingnya menghormati dan menghargai keunikan setiap orang, 

termasuk orang dengan disabilitas. Dengan demikian, Pancasila memberikan landasan 

yang kuat untuk mewujudkan toleransi terhadap orang dengan disabilitas. 

2. Implementasi Toleransi Kepada Penyandang Disabilitas 

Implementasi nilai Pancasila dalam mewujudkan toleransi terhadap penyandang 

disabilitas dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, kita dapat menghargai 

dan menghormati keberagaman setiap individu seperti penyandang disabilitas. Yang 

kedua, kita bisa memberikan peluang yang sama terhadaop difabel dalam berpartisipasi di 

berbagai kegiatan seperti kegiatan sosial, ekonomi, dan lain-lain. Yang ketiga, kita dapat 

menghilangkan sikap diskriminasi dan stereotype terhadap penyandang disabilitas. Dan 

yang keempat, kita dapat melakukan atau memberikan pendidikan serta pelatihan yang 

sesuai bagi penyandang disabilitas agar dapat meningkatkan kemampuan yang mereka 

miliki.  

 

Hambatan Terhadap Penyandang Disabilitas 

1. Aksesibiilitas 

Aksesibilitas adalah sesuatu yang diberikan dan diterima oleh orang dengan disabilitas 

untuk memberi mereka kesempatan yang sama. Aksesibilitas adalah bagian penting dari 

kehidupan manusia, sehingga sangat penting. Penting dalam aktivitas seseorang, dan 

sangat penting bagi penderita disabilitas untuk memiliki kesempatan yang sama untuk 

mencapai potensinya. Tujuan aksesibilitas adalah untuk memfasilitasi akses penyandang 

disabilitas ke aktivitas dan pelayanan publik. Setiap orang yang menderita disabilitas tidak 

akan mengalami segala macam kekerasan, eksploitasi, penyiksaan, atau perlakuan yang 
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tidak manusiawi. Oleh karena itu, penderita disabilitas, berhak atas pelayanan sosial dan 

perlindungan yang membantu mereka merasa lebih mandiri. Adapun beberapa kasus 

intoleransi yang pernah terjadi masyarakat yaitu: 

a) Pemilihan Umum 

Setiap warga Negara berhak untuk memiliki tanggung jawab dan hak dalam proses 

demokrasi atau politik dan pemilihan umum. Adapun prinsip dari demokrasi yaitu 

inkulsi politik, dimana dalam hal ini terdapat masukan untuk semua masyarakat dalam 

pengambilan keputusan. Namun, lain hal nya pada penyandang disabilias, realitanya 

seringkali masih belum diwujudkan sepenuhnya. Berdasarkan hasil wawancara, 

mahasiswa mengatakan bahwa pernah melihat kejadian sikap intoleransi kepada 

penyandang disabilitas pada saat pemilihan umum. Dimana pada saat akan 

memberikan hak suara penyandang disabilitas tidak diutamakan terlebih dahulu. 

Seharusnya hal tersebut tidak terjadi, dan masyarakat harus lebih toleransi lagi kepada 

penyandang disabilitas. 

b) Transportasi Publik 

Orang-orang difabel atau penyandang disabilitas ialah masyarakat Indonesia yang 

berhak atas transportasi yang mudah dan adil. Di Indonesia, ada banyak peraturan yang 

mengatur aksesibilitas transportasi umum bagi penyandang disabilitas. UUD NRI 

Tahun 1945 adalah sumber hukum utama yang digunakan untuk menganalisis 

aksesibilitas transportasi umum. Berdasarkan hasil wawancara, mahasiswa 

mengatakan bahwa mereka pernah melihat kejadian intoleransi kepada penyandang 

disabilitas pada transportasi publik yaitu di kereta. Bahwa penyandang disabilitas 

mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas kereta api yang ramah difabel. Hal itu 

dapat menghambat mereka dalam berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi. 

Oleh sebab itu, perlu dilakukan tindakan lebih lanjut untuk meningkatkan aksesibilitas 

fasilitas kerta api bagi penyandang disabilitas, dan masyarakatnya pun harus lebih 

toleransi lagi kepada penyandang disabilitas.  

 

KESIMPULAN  

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas adalah keadaan 

seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, maupun intelektual. Sehingga memiliki 

keterbatasan dalam berpartisipasi secara penuh. Terdapat hambatan dalam mewujudkan 

toleransi kepada penyandang disabilitas yaitu, dalam aksesibilitas penyandang disabilitas 

memiliki keterbatasan dalam mengakses fasilitas-fasilitas umum seperti pada transportasi 
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publik kereta api, pemilihan umum dan lain-lain. Implementasi nilai pancasila dalam 

kehidupan sehari-hari sangat dibutuhkan, karena dapat meningkatkan sikap toleransi kepada 

sesama warga Negara atau masyarakat terutama kepada difabel. Karena penderita disabilitas 

juga memiliki hak untuk hidup sejahtera, hidup layak, dan memiliki kesetaraan dengan 

masyarakat lainnya. Dalam hal ini peran pemerintah sangat diperlukan dalam meningkatkan 

aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.  

 

SARAN   

 Saran yang dapat diberikan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam toleransi 

kepada penyandang disabilitas. Perlunya pendidikan yang inklusif, penghilangan diskriminasi 

terhadap penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesetaraan dan keamanan bagi 

masyarakat, serta diperlukan koordinasi antara pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas 

bagi penyandang disabilitas. 
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